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ABSTRACT
Recommendation of the Local House of Representative (DPRD) is a common administrative 
institution employed in the local government decision making process. However, this 
institution does not recognized by the law. Hence, its presence dan used in the process 
of decision of public license contains various problem, such as: (1) its status under the 
administrative law; (2) its implication to the validity of the license; (3) and the position 
of the head of the local government, the degree of the local government responsibility as 
the recommendation receiver and the DPRD as the recommendation giver to the negative 
impact of the license. These facts resulted in needs for conducting research for clarifying 
the status, measuring the implication of the recommendation over the validity of the license, 
and the range of responsibility head of the local government and the DPRD to the impact of 
the license.
This research is focused into two issues, namely: (1) how is the position and function of 
the DPRD in the process of issuing of license; and (2) how would be the implication of 
the DPRD’s recommendation over the range of responsibility of the head of the local 
government and DPRD in the issuing of license. This research is limited to the practice of 
issuing of recommendation in the Local Government Province of Bali.This research shall 
employ normative approach and uses both primary and secondary legal resources.  
The research resulted in two inventions: firstly, recommendation of DPRD is not recognized 
by the law in the level of province local government neither it’s the authorithy of the DPRD 
on supervising the governor. The recommendation recognized by law is the recommendation 
as an administrative legal instrument in the performance of local government by the 
governor, particularly for performing the function of decision making or the conducting 
of governmental act. Hence, recommendation of DPRD is a state custom in performing 
state governmental function. Secondly, recommendation has two functions, namely: a 
condition and confirmation. In the function of condition, recommendation is a prerequisite 
for adopting public decision. In the function of confirmation, recommendation is a merely an 
expression of an agreement provided by a certain instution for adopting a public decision. 
Recommendation in the function of condition, binds the recommendation giver to bear 
responsibility over the result of the implementation of the decision. While, in the function 
of confirmation the giver may not necessarily responsible to the result of the performance 
of the decision. However, under the principle of good faith, the giver is under obligation 
to bear responsibility over the result of the implementation of the decision whenever the 
recommendation is given under a bad faith.  
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I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Instrumen rekomendas DPRD tdak 
dkenal d dalam peraturan perundang-
undangan. Instrumen n tdak djumpa 
dalam seluruh undang-undang yang 
mengatur pemerntahan daerah, mula dar 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
sampa dengan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014. Namun dalam praktek 
penyelenggaraan pemerntahan, khususnya 
proses penetapan keputusan publk, lembaga 
n merupakan nstrumen nyata yang nyata 
dgunakan dalam proses penetapan keputusan 
publk, terutama perznan. Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnstras 
Pemerntahan juga tdak mengenal nstrumen 
n. Istlah rekomendas  secara resm 
dgunakan dalam Peraturan Presden Nomor 
97 Tahun 2014 Tentang  Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pntu (Perpres 
PTSP 2014) dan Peraturan Kepala Badan 
koordnas dan Penanaman Modal Asng 
Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Permohonan Modal, tetap 
rekomendas yang datur d dalam kedua 
regulas dmaksud dalam rekomendas 
yang dpersapkan oleh nstans tekns 
(Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) 
sebaga sub kelembagaan pemerntah daerah 
untuk kepentngan kepala daerah dalam 
menerbtkan zn, bukan rekomendas DPRD 
untuk penerbtan zn oleh kepada daerah. 
Fakta n menunjukkan bahwa 
nstrumen rekomendas DPRD merupakan 
nstrumen yang berada d dalam praktek 
ketatanegaraan, tetap tdak tercakup kedalam 
atau berada d luar peraturan perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan 
proses keputusan publc, termasuk perznan. 
Fakta n juga menunjukkan bahwa kehadran 
nstrumen rekomendas DPRD d dalam 
proses perznan mengandung berbaga 
masalah hukum, sepert:  (1) statuslembaga 
n dar perspektf hukum admnstras; (2) 
mplkas penggunaannya sebaga bagan 
proses penerbtan zn terhadap valdtas zn 
yang dhaslkannya; dan (3) poss kepala 
daerah terhadap rekomendas tu, derajat 
tanggungjawab kepala daerah sebaga 
penerma rekomendas dan DPRD sebaga 
pember rekomendas terhadap akbat yang 
tmbul dar akbat pelaksanaan zn yang 
dterbtkan berdasarkan suatu rekomendas 
DPRD. 
Kasus penerbtan zn reklamas 
Teluk Benoa, sebagamana dterbtkan 
oleh Gubernur Bal, Keputusan Gubernur 
Bal Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang 
Pemberan Izn Study Kelayakan Rencana 
Pemanfaatan, Pengembangan dan 
Pengelolaan Wlayah Peraran Teluk Benoa, 
yang ddasarkan pada Rekomendas Dewan 
Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Provns 
Bal Nomor 900/2569/DPRD, tertanggal 12 
Agustus 2013, hal Pennjauan Ulang dan/
atau Pencabutan Surat Keputusan Gubernur 
Bal Nomor 2138/02-C/HK/2012 (tentang 
pemberan zn oleh Gubernur Bal yang 
memaka Rekomendas DPRD Provns Bal 
Nomor 660/4278/DPRD tanggal 20 Desember 
2012 sebaga salah satu dasar pertmbangan 
pemberan zn), memperkuat asums 
tentang masalah hukum yang terkandung 
d dalam rekomendas DPRD tu, terutama 
berkatan dengan potens akbat merugkan 
yang terkandung d dalam suatu zn yang 
dterbtkan. Dalam realta, penerbtan zn 
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oleh Gubernur tu telah melahrkan pro dan 
kontra masyarakat tentang s perznan, 
sehingga berpotensi melahirkan konflik 
horzontal sekranya zn tersebut sungguh-
sungguh dlaksanakan. Pro dan kontra 
tersebut mengakbatkan pelaksanaan zn tu 
tertunda, sehngga dar ss penyelenggaraan 
proses keputusan publk berdasarkan Asas-
asas Umum Pemerntahan yang Bak 
(AAUPB) penerbtan zn menmbulkan 
keadaan yang terbalk dengan asas-asas 
tersebut. Bag masyarakat dan pemohon 
zn proses penerbtan zn demkan tu 
menmbulkan ketdakpastan hukum. 
Dar ss akademk, fakta tu 
menggambaran kebutuhan yang mendesak 
terhadap peneltan tentang keberadaan 
nstrumen rekomendas DPRD dalam proses 
perizinan dalam rangka mengklarifikasi 
status, mengukur mplkasnya terhadap 
valdtas zn yang dterbtkan berdasarkan 
lembaga tu, dan rentang batas tanggungjawab 
kepala daerah sebaga penerma rekomendas 
dan DPRD sebaga pember rekomendas 
terhadap segala akbat yang dtmbulkan 
oleh pelaksanaan zn yang dterbtkan 
berdasarkan rekomendas tu.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagamanakah kedudukan dan fungs 
DPRD dan penyelenggaraan penerbtan 
perznan? 
2. Bagamanamplkas rekomendas 
DPRDterhadap tanggungjawab kepala 
daerahdan DPRD dalam penerbtan 
zn?
1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Secara Umum, peneltan n 
bertujuan untuk menelt status nstrumen 
rekomendas DPRD dalam proses 
perznan dan mplkasnya terhadap luasan 
tanggungjawab gubernur sebaga penerma 
rekomendas dan DPRD sebaga pember 
rekomendas terhadap akbat-akbat yang 
tmbul dar akbat pelaksanaan suatu zn 
yang dterbtkan oleh gubernur berdasarkan 
rekomendas DPRD tersebut.
1.3.2 Tujuan Khusus
Secara khusus peneltan n bertuju-an 
untuk mengungkapkan:
(1) Konsep hukum rekomendas 
dankedudukan serta fungs DPRD dan 
penyelenggaraan perznan.
(2) Menelt mplkas rekomendas 
DPRD terhadap luasan tanggungjawab 
gubernur dan DPRD dalam penerbtan 
zn terhadap akbat-akbat yang tmbul 
dar akbat pelaksanaan suatu zn yang 
dterbtkan berdasarkan rekomendas 
DPRD.
II. Metode Penelitian
Peneltan n merupakan jens 
peneltan hukum normatf. Bahan hukum 
yang dgunakan mencakup bahan hukum 
prmer, sepert: undang-undang, peraturan 
pemerntah, dan zn, dan bahan-bahan 
hukum sekunder, sepert: buku, kamus, 
jurnal, dan bahan hukum sekunder 
lannya. Teknk pengumpulan bahan 
hukum menggunakan teknk penelusuran 
kepustakaan berdasarkan varable masalah 
dan seterusnya menggunakan teknk 
kualifikasi, klasifikasi perpustakaan dan 
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dokumen. Teknk analss yang dgunakan 
adalah teknk analss deskrptf, termasuk: 
teknk dskrps, teknk nterpretas, teknk 
evaluas, teknk argumentas, dan teknk 
sstematsas.1
III. Hasil dan Pembahasan
3.1. Kedudukan dan Fungsi DPRD dan 
Penyelenggaraan Perizinan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerntahan Daerah (UU 
Pemda)menempatkan Dewan Perwaklan 
Rakyat Daerah (DPRD) sebaga salah 
satu komponen utama pemerntahan 
daerah. DPRD adalah lembaga perwaklan 
rakyat yang berkedudukan sebaga unsur 
penyelenggara pemerntah daerah.Fungs 
DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU 
Pemda, mencakup: (a) pembentukan Perda 
provns; (b) anggaran; dan (c) Pengawasan.
Berdasarkan Pasal 10 UU Pemda, 
fungs pengawasan yang dlakukan 
oleh DPRD dwujudkan dalam bentuk 
pengawasan terhadap: (a) pelaksanaan 
Perda provns dan peraturan gubernur; (b) 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
lan yang terkat dengan penyelenggaraan 
Pemerntahan Daerah provns; dan (c) 
pelaksanaan tndak lanjut hasl pemerksaan 
laporan keuangan oleh Badan Pemerksa 
Keuangan.Fungs pengawasan DPRD 
bersfat pengawasan poltk dan kebjakan, 
bukan pengawasan tekns fungsonal.
Pasal 101 UU Pemda menentukan 
bahwa tugas dan wewenang DPRD provns, 
mencakup: (a) membentuk Perda Provns 
bersama gubernur; (b) membahas dan 
memberkan persetujuan Rancangan Perda 
Provns tentang APBD Provns yang 
dajukan oleh gubernur; dan (c) melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 
Provns dan APBD provns.  Ketentuan 
Pasal 101 huruf c UU Pemda menentukan 
bahwa salah satu tugas dan wewenang 
DPRD provns adalah melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 
Provns. Dalam melaksanakan pengawasan 
tu, DPRD secara melembaga dlengkap 
dengan hak-hak DPRD. Pasal 106 UU Pemda 
menentukan bahwa hak DPRD mencakup: 
(a) hak nterpelas; (b) hak angket; dan (c) 
hak menyatakan pendapat.UU Pemda tdak 
menentukan hak, tugas, dan kewenangan 
DPRD untuk menggunakan rekomendas 
sebaga nstrumen pengawasan, termasuk 
dalam penyelenggaraan fungs perznan oleh 
Pemerntah Provns.Tugas, kewenangan, 
dan hak DPR untuk menggunakan lembaga 
rekomendas dalam penyelenggaraan 
pemerntahan daerah juga tdak djumpa 
d dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerntahan 
D Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerntahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Admnstras Pemerntahan (UUAP) 
bahkan menentukan bahwa kewenangan 
mengambl keputusan merupakan hak 
pejabat pemerntahan.
Pengawasan Legslatf adalah 
pengawasan yang dlaksanakan oleh lembaga 
legslatf (DPRD). Hal n termaktub secara 
tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majels Permusyaratan Rakyat 
(MPR), Dewan Perwaklan Rakyat (DPR 
RI), Dewan Perwaklan Daerah (DPD) dan 
1 Program Stud Magster (S2) Ilmu Hukum Program 
Pasca Sarjana Unverstas Udayana, Loc. Cit, hlm.34-
35.
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Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) 
maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah. 
Pengawasan legslatf dlakukan melalu 
dengar pendapat, kunjungan kerja, dan 
pembentukan panta khusus (Pansus) atau 
panta kerja (Panja). Bla danggap pentng, 
DPRD dalam melakukan pengawasan 
dapat mengambl tndakan poltk berupa 
pemangglan Kepala Daerah, Hak Interplas 
dan Hak Angket. DPRD dalam menjalankan 
fungsdapat menempatkan dr sebaga 
public service watch.2
Kewenangan pengawasan DPRD 
terserap penuh kedalam tugas, kewenangan, 
dan hak, serta kewajban yang oleh undang-
undang dbebankan kepadanya, sehngga 
dalam melaksanakan pengawasan, DPRD 
tdak lag memlk nstrumen hukum lan, 
termasuk rekomendas, selan yang telah 
dtentukan peraturan perundang-undangan, 
yatu peraturan daerah yang dakhr dengan 
pertanggungjawaban gubernur. Peraturan 
perundang-undangan tu menunjukkan 
bahwa lembaga rekomendas DPRD tdak 
merupakan nstrumen pengawasan yang 
dtentukan oleh undang-undang, sehngga 
kehadrannya dalam penyelenggaraan 
pemerntahan daerah lembaga n lebh 
merupakan konvens ketatanegaraan.
Poss rekomendas DPRD sebaga 
bentuk konvens ketatanegaraan membuat 
lembaga n perlu dber perhatan 
khusus dar seg kelmuan lmu hukum, 
demkan juga dar ss norma hukum, agar 
keberadaannya menjad lebh jelas dan tdak 
kabur secara normatf. Penegasan poss 
lembaga rekomendas DPRD n ddalam 
penyelenggaraan pemerntahan daerah 
bertujuan untuk menentukan secara past 
kapan lembaga tersebut dapat dgunakan 
dan dalam rentang tanggungjawab yang 
bagamana. Kekosongan pengaturan 
rekomendasi DPRD dalam mekansme 
penyelenggaraan pengawasan DPRD 
terhadap kepala daerah dapat memcu problem 
hukum dalam penyelenggaraan kewenangan 
DPRD dan kepala daerah, terutama dalam 
hubungan dengan: (a) Keabsahan dan daya 
kat suatu rekomendas terhadap tndakan 
kepala daerah; (b) Keharusan kepala daerah 
memperhatkan atau mentaat rekomendas; 
(c) Keabsahan keputusan kepala daerah 
yang dambl berdasarkan rekomendas; 
(d) Rentang tanggungjawab kepala daerah 
sebaga penerma rekomendas terhadap 
akbat-akbat yang dtmbulkan oleh 
pelaksanaan keputusan kepala daerah yang 
dtetapkan berdasarkan rekomendas DPRD; 
dan (e) Rentang tanggungjawab DPRD 
sebaga phak pember rekomendas dan 
kepala daerah sebaga penerma rekomendas 
dan pengambl keputusan berdasarkan 
rekomendas terhadap akbat-akbat 
perbuatan pemerntahan yang dlaksanakan 
berdasarkan rekomendas tu.
3.2. Implikasi Rekomendasi DPRD 
Terhadap Tanggungjawab Kepala 
Daerahdan DPRD Dalam Penerbitan 
Izin
Izn merupakan nstrumen yurds yang 
berbentuk ketetapan, yang dgunakan oleh 
pemerntah dalam menghadap perstwa 
konkret dan ndvdual. Pada umumnya 
wewenang pemerntah dalam menerbtkan 
zn dtentukan secara tegas d dalam 2 Ibid, hlm.9.
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peraturan perundang-undangan yang menjad 
dasar dar perznan tersebut. Tetap dalam 
penerapannya, kewenangan pemerntah 
dalam penerbtan zn bersfat diskresionare 
power atau merupakan kewenangan 
bebas, dalam art bahwa pemerntah dalam 
menerbtkan zn oleh peraturan perundang-
undangan dberkan kewenangan untuk 
mempertmbangkan dasar, mater, dan 
tujuan penerbtan zn berdasarkan nsatf 
sendr, msalnya pertmbangan tentang: 
(1) konds-konds yang memungknkan 
pemberan zn kepada pemohon; (2) cara 
mempertmbangkan konds-konds tersebut; 
(3) konsekuens yurds yang mungkn 
tmbul akbat pemberan atau penolakan 
zn dkatkan dengan pembatasan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan (4) 
prosedur yang harus dkut atau dpersapkan 
pada saat dan sesudah keputusan dberkan, 
termasuk penermaan maupun penolakan 
zn.3
Izn sebaga salah satu bentuk 
keputusan dar pemerntah harus memenuh 
syarat-syarat sebagamana dtentukan d 
dalam Pasal 52 UUAP, yatu:
(1)  Syarat sahnya Keputusan melput:
 a. dtetapkan oleh pejabat yang 
berwenang;
 b. dbuat sesua prosedur; dan
 c. substans yang sesua dengan objek 
Keputusan.
(2) Sahnya Keputusan sebagamana 
dmaksud pada ayat (1) ddasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Asas-asas Umum 
Pemerntahan yang Bak (AUPB).
Pasal 54 UUAP menentukan bahwa 
suatu keputusan pemerntahan mencakup dua 
sfat, yatu: (a) konsttutf dan (b) deklaratf. 
Keputusan yang bersfat deklaratf menjad 
tanggung jawab Pejabat Pemerntahan 
yang menetapkan Keputusan yang bersfat 
konsttutf. Setap Keputusan harus dber 
alasan pertmbangan yurds, sosologs, 
dan filosofis yang menjadi dasar penetapan 
Keputusan. Pemberan alasan tdak 
dperlukan jka Keputusan tersebut dkut 
dengan penjelasan terpernc. Ketentuan 
tersebut berlaku juga dalam hal pemberan 
alasan terhadap keputusan Dskres (Pasal 55 
UUAP). Pasal 56 UUAP menentukan bahwa 
Keputusan yang tdak memenuh persyaratan 
sebagamana dten-tukan d dalam Pasal 52 
ayat (1) huruf a UUAP, tdak dtetapkan 
oleh pejabat yang berwenang, merupakan 
Keputusan yang tdak sah. Keputusan dbuat 
tdak sesua prosedur dan substansnya tdak 
sesua dengan obyek keputusan (Pasal 52 
ayat (1) huruf b dan huruf c) merupakan 
Keputusan yang batal atau dapat dbatalkan.
Seluruh ketentuan d dalam UUAP 
tdak menynggung soal lembaga reko-
mendas DPRD dalam penetapan keputusan 
pejabat pemerntahan, termasuk penetapan 
keputusan pejabat daerah. Ketentuan 
tersebut juga tdak menynggung tentang 
korelas lembaga rekomendas dengan 
keabsahan atau sahnya suatu keputusan 
pemerntahan yang dtetapkan oleh pejabat 
pemerntahan d daerah. Ketentuan UUAP 
semakn menegaskan bahwa UUAP tdak 
menempatkan lembaga rekomendas DPRD 
sebaga prasyarat penerbtan keputusan 
3 Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijakan 
Dalam BidangPerencanaan dan Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya 
Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis 
Nasional, Dsertas, Unverstas Padjajaran, Bandung, 
hlm.189.
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pemerntahan dan karena tu juga tdak 
menempatkan lembaga rekomendas sebaga 
prasyarat sahnya atau keabsahan suatu 
keputusan pemerntah, termasuk perznan.
Lembaga demkan tu juga tdak dkenal 
dalam penyelenggaraan pelayanan publk, 
yang mencakup kedalamnya pelayanan 
perznan. Dalam rangka mendekatkan dan 
menngkatkan pelayanan kepada masyarakat 
serta memperpendek proses pelayanan 
guna mewujudkan pelayanan yang cepat, 
mudah, murah, transparan, past, dan 
terjangkau dlaksanakan suatu pelayanan 
terpadu satu pntu. Pelayanan terpadu satu 
pntu dlakukan untuk menyatukan proses 
pengelolaan pelayanan, bak yang bersfat 
pelayanan perznan maupun yang bersfat 
non-perznan. Berdasarkan pertmbangan 
demkan tu, pemerntah kemudan 
menetapkan Peraturan Presden Republk 
Indonesa Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pntu (Perpres PTSP 2014). Kehadran dan 
penggunaan rekomendas DPRD dalam 
penyelenggaraan kewenangan kepala daerah 
dalam bdang perznan justru menmbulkan 
keadaan-keadaan yang terbalk dengan 
tujuan pelayanan publk tu.
Arahan perznan sebagamana datur 
dalam ketentuan pasal 126 Peraturan Daerah 
Provns Bal Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Rencana Tata Ruang Wlayah Provns Bal 
(Perda RTRW) pada Pasal 126 mengatur 
bahwa:
(1) Arahan perznan wlayah provns 
berfungs : 
 a. sebaga dasar bag pemerntah 
kabupaten/ kota dalam menerbtkan 
perznan lebh lanjut bag phak-
phak yang memanfaatkan ruang; 
 b. sebaga alat pengendal 
pengembangan kawasan; 
 c. menjamn pemanfaatan ruang 
sesua dengan rencana tata ruang, 
peraturan zonas, dan standar 
pelayanan mnmal, dan kualtas 
mnmum yang dtetapkan; 
 d. menghndar dampak negatf; dan 
 e. melndung kepentngan umum. 
(2) Arahan perznan wlayah provns 
merupakan bentuk-bentuk zn 
pemanfaatan ruang yang harus 
mengacu pada rencana struktur, 
rencana pola ruang wlayah provns 
dan arahan peraturan zonas, terdr 
atas: 
 a. rekomendasi arahan perznan 
terhadap zn pemanfaatan 
ruang pada kawasan strategs 
provns yang dtndaklanjut oleh 
pemerntah kabupaten/kota; dan 
 b. zn yang menjad kewenangan 
pemerntah provns berdasarkan 
peraturan perundangundangan. 
(3) Gubernur menerbtkan rekomendasi 
arahan zn pemanfaatan ruang yang 
sfat meda dan sebaran dampaknya 
bersfat lntas kabupaten/kota, dan/ 
atau skala provns. 
(4) Gubernur menerbtkan rekomendas 
arahan zn pemanfaatan ruang sesua 
jens dan lngkupnya, datur lebh 
lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
(5) Izn pemanfaatan ruang untuk kegatan 
pemanfaatan sumber daya alam datur 
sesua dengan peraturan perundang-
undangan. 
(6) Izn pemanfaatan ruang dterbtkan 
oleh pejabat yang berwenang dengan 
mengacu pada rencana tata ruang 
Vol. 4, No. 3: 502 - 516
509
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
wlayah, rencana rnc tata ruang, 
rencana detal tata ruang dan per-
aturan zonas. 
Seluruh ketentuan yang mengatur 
perznan menempatkan urusan perznan 
pemerntahan daerah provns sebaga 
urusan penuh gubernur. Ketentuan tersebut 
mengatur tentang persyaratan, proses, 
prosedur, dan tata cara penerbtan zn. 
Tdak satupun ketentuan dantara ketentuan 
yang mengatur urusan perznan tu 
memberkan tempat kepada DPRD provns 
untuk memegang kewenangan atau tugas 
penerbtan rekomendas dalam penerbtan 
zn. Kata rekomendasi pada ketentuan 
Pasal 126 ayat (2) huruf a Perda RTRW Bal 
merupakan kata yang berkorelas dengan 
kewenangan gubernur terhadap pemerntah 
kabupaten/kota, bukan kewenangan DPRD 
provns terhadap kewenangan gubernur. 
Ketentuan tersebut sekal lag menegaskan 
bahwa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur perznan tdak mengenal lembaga 
rekomendas DPRD dalam hubungan 
dengan kewenangan gubernur dalam proses 
perznan atau penetapan zn. 
Praktek penjabaran Perpres KTSP 
d Provns Bal menunjukkan bahwa 
Pemerntah Provns Bal kembal mengacu 
kepada Perpres. Draft Peraturan Gubernur 
Bal Tahun 2015 Tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pntu4 menunjukkan bahwa 
penggunaan kata rekomendas d dalam 
Draft Peraturan Gubernur (Pergub KTSP) 
tu dgunakan tdak dalam korelas dengan 
kewenangan pengawasan DPRD terhadap 
gubernur, melankan kedudukan dan fungs 
Tm Tekns perznan dalam penerbtan 
zn. Pasal 6 ayat (1) angka 5 menentukan 
bahwaTm Tekns memlk kewenangan 
untuk memberkan saran pertmbangan dalam 
rangka memberkan rekomendasi mengena 
dterma atau dtolaknya suatu permohonan 
perznan kepada Kepala SKPD yang 
secara tekns terkat dengan unt pelayanan 
perznan terpadu dan Kepala SKPD yang 
bersangkutan. Rancangan ketentuan tu 
menunjukkan bahwa lembaga rekomendas d 
dalam Draft Pergub tu merupakan nstrumen 
perznan yang dgunakan oleh Tm Tekns 
untuk memberkan landasan tekns kepada 
Kepala SKPD dalam menerbtkan zn.
Pengaturan rekomendas dalam 
berbaga contoh ketentuan sebagamana 
durakan d atas menunjukkan bahwa 
lembaga rekomendas dgunakan untuk dua 
fungs, yatu: (1) fungs persyaratan; dan (2) 
fungsi konfirmasi. Dalam fungsi persyaratan, 
suatu rekomendas merupakan prasyarat 
penetapan suatu keputusan, sedangkan 
dalam fungsi konfirmasi, suatu rekomendasi 
hanya bersfat persetujuan oleh phak yang 
memberkan rekomendas kepada phak yang 
memegang kewenangan untuk menetapkan 
keputusan. Secara teortk, kedua fungs 
n menmbulkan mplkas hukum yang 
berbeda. Dalam fungs persyaratan, suatu 
rekomendas menempatkan s pember 
rekomendas terkat oleh akbat-akbat yang 
dtmbulkan oleh tndakan atau ketetapan 
yang dbuat oleh phak yang menerma 
rekomendas. Sedangkan, dalam fungs 
konfirmasi, si pemberi rekomendasi tidak 
terkat oleh akbat-akbat yang dtmbulkan 
oleh keputusan atau tndakan yang dtetapkan 
atau dambl oleh s penerma rekomendas.
 Perbedaan mplkas rekomendas 
4 Bahan Rapat Pembahasan Draft Peraturan Gubernur 
Bal Tahun 2015 TentangPenyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Jul 2015.
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terhadap s pember rekomendas dsebabkan 
oleh poss s penerma rekomendas dalam 
melaksanakan tndakan atau menetapkan 
suatu keputusan. Dalam fungs persyaratan, 
s penerma rekomendas terkat oleh 
rekomendas. Perbuatan yang dlakukan atau 
keputusan yang dtetapkan oleh penerma 
rekomendas harus sesua atau tdak boleh 
bertentangan dengan s rekomendas. 
Dalam hal suatu perbuatan yang dlakukan 
atau keputusan yang dtetapkan berbeda 
atau bertentangan dengan s rekomendas, 
maka tanggungjawab terhadap akbat yang 
tmbul dar akbat perbuatan yang dlakukan 
atau keputusan yang dtetapkan sepenuhnya 
menjad tanggungjawab penerma 
rekomendas. Rekomendas dalam sfat 
demkan n juga mengakbatkan s pember 
rekomendas terkat untuk bertanggungjawab 
terhadap akbat-akbat yang dtmbulkan 
oleh perbuatan, tndakan yang dlakukan 
atau keputusan dtetapkan oleh penerma 
rekomendas. 
Sedangkan dalam fungsi konfirmasi, 
s penerma rekomendas tdak terkat oleh 
rekomendas yang dberkan oleh pember 
rekomendas. S penerma rekomendas 
mempunya hak atau kewenangan penuh 
untuk menggunakan atau tdak menggunakan 
pertmbangan yang dberkan oleh pember 
rekomendas melalu rekomendas yang 
dberkan tu. S penerma rekomendas 
mempunya hak atau kewenangan penuh 
untuk untuk mengambl tndakan atau 
menetapkan keputusan berdasarkan otortas 
yang ada padanya.5 Fungs demkan tu 
mengakbatkan tanggungjawab terhadap 
segala akbat yang tmbul dar perbuatan, 
tndakan, atau ketetapan yang dlakukan 
atau dputuskan oleh penerma rekomendas 
sepenuhnya berada pada s penerma 
rekomendas, sementara d pember 
rekomendas terbebas dar tanggngjawab. 
Namun demkan, menurut teor tkad bak, 
rekomendas dalam kedua fungs tu tetap 
dapat menyeret s pember rekomendas untuk 
mengemban tanggungjawab terhadap akbat 
perbuatan atau keputusan yang dalakukan 
atau dputuskan oleh penerma rekomendas 
dalam hal rekomendas tu dberkan tdak 
berdasarkan itikad baik. Asas tkad bak 
merupakan salah satu asas hukum umum 
yang telah dserap oleh UUAP. Pasal 24 
UUAP meletakkan asas itikad baik sebaga 
salah satu syarat penggunaan dskres.
Sekalpun konvens ketatanegaraan 
d Indonesa menunjukkan bahwa lembaga 
rekomendas umumnya dpergunakan dalam 
lngkungan eksekutf dalam penerbtan 
zn, namun praktek penyelenggaraan 
pemerntahan daerah d Bal menunjukkan 
bukt berbeda. Pada tertanggal 20 Desember 
2012 DPRD Bal menerbtkan Rekomendas 
DPRD Provns Bal Nomor 660/14278/
DPRD tertanggal 20 Desember 2012, 
tentang dukungan kepada Gubernur untuk 
menerbtkan zn melanjutkan feseability 
study oleh PT TWBI d kawasan Teluk 
Benoa. Berdasarkan rekomendas tersebut, 
Gubernur Bal menerbtkan Keputusan 
Gubernur Bal Nomor: 2138/02-C/HK/2012 
Tentang Izn dan Hak Pemanfaatan, 
Pengembangan dan Penge-lolaan Kawasan 
Peraran Teluk Benoa Provns Bal.
Terbtnya SK Gubernur tu telah 
menmbulkan slang pendapat dkalangan 
brokrat, ahl, dan masyarakat tentang 
perbedaan s rekomendas DPRD dengan 5 Jay A. Sgler, loc.cit.
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s Keputusan yang dterbtkan Gubernur 
Bal.Atas ksruh tu, DPRD Bal kembal 
menerbtkan Rekomendas DPRD Provns 
Bal Nomor:  443.4/85/DPRD, tertanggal 
21 Januar 2014, sebaga kelanjutan dar 
rekomendas sebelumnya yatu Rekomendas 
Nomor: 900/2569/DPRD tertanggal 12 
Agustus 2013 perhal: Pennjauan Ulang 
dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bal 
Nomor: 2138/02- C/HK/2012. Rekomendas 
tu tdak dapat dkut oleh Gubernur dengan 
alasan SK Gubernur tentang zn reklamas 
tu dterbtkan berdasarkan Rekomendas 
DPRD Nomor:  900/2569/DPRD. 
Argumentas Gubernur adalah bahwa 
pencabutan tu tdak dperlukan sekranya 
saja Rekomendas DPRD yang dgunakan 
sebaga dasar penerbtan SK Gubernur tu 
dcabut oleh DPRD. Berdasarkan pandangan 
tu, Gubernur justru menyarankan DPRD Bal 
untuk mencabut Rekomendas 900/2569. Jka 
Rekomendas tu dcabut, maka SK Gubernur 
yang dterbtkan berdasarkan Rekomendas 
tu akan gugur dengan sendrnya.
SK Gubernur 2138/1727 menjad 
su besar d Bal, d Indonesa atau bahkan 
masyarakat nternasonal. SK tu secara 
materal berbenturan dengan berbaga 
peraturan perundang-undangan, sepert: 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang Tata Ruang; Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 
Wlayah Pessr dan Pulau-Pulau Kecl (UU 
PW3K); Perpres Nomor 45 Tahun 2011 
Tentang Tata Ruang Sarbagta (Denpasar, 
Badung, Ganyar, dan Tabanan), Perpres 
Nomor 122 tahun 2012 Tentang Reklamas 
d Wlayah Pessr (Perpres Reklamas), dan 
Perda Nomor 16 tahun 2009 Tentang Tata 
Ruang Wlayah Bal. 
Ketentuan-ketentuan tersebut 
menunjukkan bahwa SK Gubernur 2138 
mengandung potens besar merusak, 
menmbulkan akbat merugkan yang 
bersfat massf terhadap lngkungan 
hdup dan kehdupan masyarakat Bal. 
SK tersebut hngga saat n belum dcabut 
oleh Gubernur dan tetap menjad sumber 
polemk dalam kehdupan masyarakat 
Bal.SK Gubernur 2138 merupakan SK 
yang dterbtkan berdasarkan rekomendas 
300/2569 DPRD Bal. Pada kenyataannya, 
DPRD Bal menerbtkan rekomendas 
tu berdasarkan tkad bak, yatu dengan 
tujuan untuk mendukung penerbtan SK 
Gubernur untuk memenuh permohonan 
PT TWBI untuk melanjutkan melakukan 
stud kelayakan d Kawasan Teluk Benoa 
dalam rangka pengembangan sarana dan 
prasarana parwsata. Stud kelayakan tu 
sendr bertujuan untuk menentukan apakah 
pengembangan sarana-prasarana parwsata 
tu layak dselenggarakan pada kawasan 
tersebut. Namun, berdasarkan rekomendas 
tu, Gubernur telah menerbtkan SK 2138 
yang snya berbeda dengan s Rekomendas 
DPRD, yatu bahwa SK 2138 tu memuat zn 
reklamas bag PT TWBI. Is SK tu, dengan 
demkan, tdak hanya berbeda dengan 
Rekomendas DPRD, tetap juga berbeda 
dengan s permohonan PT TWBI.  
Bertolak dar teor rekomendas 
berdasarkan itikad baik, maka DPRD Bal 
tdak terkat untuk bertanggungjawab 
terhadap segala akbat dar penerbtan SK 
Gubernur 2138 tu, karena Rekomendas 
DPRD tu telah dberkan berdasarkan tkad 
bak. Bertolak dar teor fungs rekomendas, 
Rekomendas DPRD tu menunjukkan 
cr sebaga prasyarat penerbtan SK yang 
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dtetapkan Gubernur. Namun, merujuk pada 
ketentuan perznan yang tdak satupun 
mensyaratkan rekomendas DPRD dalam 
penerbtan SK Gubernur dalam penetapan 
zn stud kelayakan, maka fungs prasyarat 
yang tampak dalam tamplan Rekomendas 
DPRD merupakan fungs prasyarat semu, 
karena ketentuan peraturan perundang-
undangan tdak mensyaratkan demkan. 
Kenyataan hukum n menunjukkan bahwa 
DPRD tdak terkat untuk bertanggungjawab 
terhadap segala akbat yang dtmbulkan oleh 
pelaksanaan SK Gubernur yang dterbtkan 
oleh Gubernur. Gubernur, berdasarkan teor 
n, bertanggungjawab penuh terhadap akbat 
yang dtmbulkan oleh pelaksanaan SK tu.
Analss d atas menunjukkan bahwa 
rekomendas DPRD merupakan lembaga 
kebjakan yang berada d luar peraturan 
perundang-undang. Penggunaan lembaga 
tersebut, dalam kasus SK Gubernur 
2138, terbukt menmbulkan masalah 
tanggungjawab antara DPRD dengan 
Gubernur. Gubernur mengklm drnya tdak 
bersalah, karena SK yang dterbtkannya 
ddasarkan pada rekomendas Gubernur, 
sementara tu DPRD lebh mudah lag 
mengklm dr tdak bersalah karena tdak 
ada peraturan perundang-undangan yang 
mewajbkan Gubernur memnta rekomendas 
DPR dalam penerbtan SK tersebut sehngga 
Gubernur seyogyanya bertanggungjawab 
atas keputusan yang dterbtkannya. Poss 
dan akbat yang dtmbulkan oleh lembaga 
rekomendas dalam praktek penyelenggaraan 
peme-rntahan menjad petunjuk bahwa 
lembaga tersebut dsampng merupakan 
lembaga yang berada d luar hukum juga 
merupakan lembaga yang mengakbatkan 
penye-lenggaraan pemerntahan daerah 
berjalan tidak efektif dan efisien sehingga 
keberadaannya sebaga konvens ketata-
negaraan tdak perlu dpertahankan. 
Lembaga rekomendas seyogyanya 
dhapuskan, dengan berpjak kepada dua 
alasan sebaga hasl analss dalam peneltan 
n: pertama, lembaga rekomendas 
DPRD merupakan lembaga yang berada 
d luar pengaturan peraturan perundang-
undangan; dan kedua, dar ss praktkal, 
lembaga tersebut mengakbatkan tmbulnya 
ketkpastan hukum, ketdak-efektfan, dan 
ketidakefisienan dalam penyelenggaraan 
pemerntahan daerah yang bertentangan 
dengan asas-asas umum pemerntahan yang 
bak (AAUB). 
IV. Simpulan dan Saran
4.1. Simpulan
4.1.1 Lembaga rekomendas DPRD pada 
tngkat pemerntahan provns tdak 
dkenal d dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penye-
lenggaraan pemerntahan Negara 
dan peraturan perundang-undangan 
tekns lannya. Lembaga rekomendas 
DPRD dalam penyelenggaraan peme-
rntahan daerah juga bukan merupakan 
penjabaran dar kewenangan 
pengawasan DPRD terhadap gubernur. 
Lembaga rekomendas yang dkenal d 
dalam peraturan perundang-undangan 
adalah lembaga rekomendas sebaga 
nstrumen hukum admnstras dalam 
penyelenggaraan pemerntahan 
oleh gubernur, khusunya dalam 
penyelenggaraan fungs pene-tapan 
keputusan atau pelak-sanaan tndak 
pemerntahan. Lembaga rekomendas 
DPRD dalam proses perznan meru-
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pakan konvens ketatanegaraan dalam 
penyelenggaraan peme-rntahan 
Negara.
4.1.2 Lembaga rekomendas memlk 
dua fungs, yatu fungsi persyaratan 
dan fungsi konfirmasi. Dalam fungs 
persyaratan, rekomendas meru-pakan 
persyaratan penerbtan keputusan 
pemerntahan. Dalam fungs 
konfirmasi, rekomendasi semata-mata 
merupakan nstru-men persetujuan 
tdak mengkat dalam penerbtan 
keputusan pemerntahan. Rekomendas 
dalam fungs persyaratan, mengkat 
pember rekomendas untuk 
bertanggungjawab ter-hadap akbat-
akbat yang tmbul dar pelaksanaan 
keputusan yang dtetapkan 
berdasarkan rekomen-das tersebut. 
Sedangkan dalam fungsi konfirmasi, 
pember rekomendas tdak terkat 
untuk bertanggungjawab terhadap 
akbat-akbat pelaksanaan kepu-tusan 
yang dtetapkan dan dlaksanakan 
oleh penerma rekomendas. Namun 
demkan, berdasarkan asas itikad baik, 
pember rekomendas terkat untuk 
bertanggungjawab ter-hadap akbat 
penetapan dan pelaksanaan keputusan 
yang dlakukan oleh penerma reko-
mendas dalam hal rekomendas tu 
dberkan berdasarkan itikad tidak 
baik.  
4.2. Saran
4.2.1 Lembaga rekomendas DPRD 
sebaknya tdak perlu dgunakan lag 
dalam proses penetapan keputusan 
atau tndak peme-rntahan daerah, 
mengngat lembaga n tdak dkenal 
dan tdak datur d dalam peraturan 
perundang-undangan, dsampng 
ketdak pastan hukum yang 
dtmbulkannya. Penggunaan lembaga 
rekomendas DPRD dalam praktek 
penerbtan zn pada Pemerntah 
Provns Bal telah menjad sumber 
dan memcu kekaburan batas tang-
gungjawab antara DPRD dan Gubernur 
sebagamana terjad dalam kasus zn 
reklamas yang dterbtkan Gubernur.
4.2.2 Lembaga rekomendas tetap dapat 
dgunakan sebaga nstrumen perznan 
nternal eksekutf mengngat lembaga 
tersebut dkenal dan datur d dalam 
peraturan perundang-undangan. Teor 
fungs reko-mendas dan asas tkad 
bak dapat dgunakan sebaga dasar 
untuk mempertegas batas dan luasan 
tanggungjawab antara pember dan 
penerma re-komendas.
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